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Kualifikasi Pelaksana

1.  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang | v*  Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam | v*  Kepala Sub Bagian
Lingkungan Propinsi Jawa Barat. v" Tim Penyusun

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada
pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

4.  Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja.

5. Peraturan mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan daersh Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025.

8.  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan jangka Menengah
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

| Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Keterkaitan Kualifikasl Pelaksanaan
1. Inspektorat

| 2. Bagian Organisasi Setda

1. Komputer

2. Aturan Perundang-undangan




3. Data Laporan dari tiap Bidang
4. Data Laporan Realisasi Kegiatan dan Anggaran
5. Data Kepegawaian

| Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Penyusunan dari tiap Bidang dan Sub Bagian
2. Data dan Referensi
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